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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Trandliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam tranditerasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
. Ta T Te
o
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
) Kha Kh kadan ha
C
5 Da D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
)




3 Zai Z zet

o Sin S es

P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ an i komaterbalik (di atas)

. Gan G ge

C

é Qaf Q Ki

s Kaf K ka

J Lam L e

. Mim M em

R Nun N en

5 Wau W we

A Ha H ha

. Hamzah ‘ apostrof

&< Ya Y ye

B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Voka tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Tabe 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang |lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabd Tranditerasi Voka Rangkap

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

T

Fathah dan ya

Ai

adanu

G b

Fathah dan wau

Au

adanu

Contoh:

1
\ \ \ . \
. v e \
: o o N 3\
\ \

_d}_,_

C. Maddah

kataba

fa'ala

suila

kaifa

haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jb gala
- 6‘) rama
- JJ gila
- Jyu yaqlu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah'mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trangliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

- JL&LE&\ wb raudah al-atfal/raudahtul atfal

A, _-80 SR.0 o0

- §ysall 2ya)l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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- il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazala
- W al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrajulu
- V'L"J‘ al-galamu
- M\ asy-syamsu

L al-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditrangliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- JA=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g h 31 9 Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl f&\ - Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
tranditerasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana



nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

C ol O A L Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin/

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

- \wa BRI Lillahil umuru jami*an/Lillahil-amru jami‘an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO
“Katakan pada dirimu, mampu hadapi semua.
Di Cerita hidupmu, kau pemeran utama”
(Afifudin)

“Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap.
Aku hanyaingin merasakan damai. Jiwa yang tertawan, aku memaafkan.
Hati yang berlubang, aku memaafkan”
(Kunto Aji-Jernih)

“Makna Hidup adalah sebagai makhluk yang mencapai tujuannya, manusia
diciptakan untuk beribadah kepada-Nya dan bermanfaat bagi sesama, selaras
dengan pesan Kunto Aji yang disampaikan melalui lagu Hiduplah Sebelum Mati
(Setiap detik terlewati, semoga bisa menyinari. Dijalan yang aku pilih, hiduplah
sebelum mati. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin,
lapang sebelum sempit)”

(Kunto Aji-Hiduplah Sebelum Mati)
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ABSTRAK

Afifudin, 2026, Implementasi Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Penjualan
Domba Bunting Hasll Persilangan (Studi di Peternakan DePetungs Farm,
Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan).

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M .A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik penjualan domba
bunting hasil persilangan di Peternakan DePetungs Farm, Kecamatan
Petungkriyono, Kabupaten Pekal ongan. Persilangan dilakukan antara domba betina
lokal dengan pejantan unggul jenis Dorper untuk menghasilkan keturunan yang
memiliki kualitas dan nilai ekonomi lebih tinggi. Namun, praktik penjualan domba
bunting berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena anak domba masih berada
dalam kandungan induknya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenal
tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen serta
kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui [ implementas tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik
penjualan domba bunting hasil persilangan serta menganalisisnya berdasarkan
perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Data primer diperoleh melalui
observas dan wawancara dengan pemilik peternakan serta konsumen di DePetungs
Farm. Data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan
sumber pustaka yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif. "Hasil penelitian. menunjukkan bahwa praktik penjualan dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan penjual memberikan
informasi yang sesuai mengena kondisi induk dan proses persilangannya serta
jaminan yang diberikan, ha tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha
mengimplementasikan tanggungjawabnya sesuar Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut
diperbolehkan selama objeknya adalah induknya sedangkan anak didalamnya
sesuai dengan spesifikasi yang dapat dibuktikan kesesuaiannya, serta tidak
mengandung unsur penipuan, dilakukan dengan saling ridha dan telah menjadi jual
beli yang umum dikalangan peternak.

Kata kunci: DePetungs Farm, Hukum Ekonomi Syariah, Tanggungjawab Pelaku
Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
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ABSTRACT

Afifudin, 2026, Implementation of Business Actors’ Responsibility in the Sale of
Pregnant Crossbred Sheep (Study at DePetungs Farm, Petungkriyono,
Pekalongan Regency).

Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

This study is motivated by the growing practice of selling pregnant crossbred
sheep at DePetungs Farm, located in Petungkriyono District, Pekalongan Regency.
The crossbreeding is carried out between local female sheep and superior Dorper
rams to produce offspring with higher quality and economic value. However, the
sale of pregnant sheep has the potential to create uncertainty since the lamb is still
in the womb of the mother. This raises questions regarding the responsibility of
business actors in ensuring consumer protection and its conformity with the
principles of |slamic economic law.

This study aims to examine the implementation of business actors’
responsibility in the practice of selling pregnant crossbred sheep and to analyze it
from the perspective of |slamic economic law. The research employs an empirical
juridical method with a statutory approach. Primary data were obtained through
observation and interviews with the farm owner and consumers at DePetungs
Farm. Secondary data were collected from literature, laws and regulations, and
other relevant sources. Data collection techniques included observation,
interviews, and documentation, which were then analyzed using a descriptive
qualitative method.

The results show that the sales practice is conducted based on mutual
agreement between the seller and the buyer, with the seller providing accurate
information regarding the condition of the mother shegp, the crossbreeding
process, and the guarantees offered. This indicates that business actors have
implemented their responsibilities in accordance with the Consumer Protection
Law. From the perspective of Islamic economic law, the practice is permissible as
long as the object of sale is the mother sheep, while the unborn offspring meets
verifiable specifications, does not involve elements of deception, is conducted with
mutual consent, and has become a common practice among livestock breeders.

Keywords: DePetungs Farm, Islamic Economic Law, Business Actors’
Responsibility, Consumer Protection Law.
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PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar di sektor
peternakan seperti domba, kambing, kerbau dan sapi. Umat muslim adalah
pangsa pasar yang penting bagi usaha peternakan karena untuk keperluan acara
keagamaan seperti agigah, idul adha, dan acara keagamaan lainya.! Selain itu
masyarakat |uas juga memerlukan daging untuk konsumsi sehari-hari. Sehingga
banyak usahaternak yang digeluti oleh masyarakat baik yang tinggal di pedesaan
maupun pinggiran kota yang lingkungannya kondusif bagi usaha ternak.?
Inovasi-inovas usaha ternah telah banyak dilakukan, baik permodalannya,
pemasarannya, peningkatan nilai ekonominya, kemitraan-kemitraanya, dan
lainnya.’

Salah satu bentuk inovasi usaha ternak domba yang dikembangkan oleh
pemilik Peternakan DePetungs Farm, Petungkriyono, Kabupaten Pekaongan
adal ah peningkatan nilai ekonomi ternak melalui jual beli domba bunting hasil
persilangan, yaitu domba betina lokal yang dikawinkan dengan domba import
jenis Dorper untuk menghasilkan keturunan unggul. Anak domba hasil
persilangan yang masth dalam kandungan induknya dipandang memiliki nilai
ekonomi yang lebih tinggl karena berpotensi menjadi domba unggul yang
berkualitas lebih baik dari domba lokal.* Namun, jual beli domba bunting hasil
persilangan ini tidak mudah dan mengandung ketidak pastian. Karenadiperlukan
kegujuran penjual bahwa domba bunting itu benar-benar hasil persilangan

dengan pegantan unggul. Jika dalam hal ini penjua berbohong maka pembeli

1 Rositawati Indrati et al., “Penguatan Usaha Peternakan Domba Dengan Perbaikan
Manajemen Pemeliharaan Dan Pembentukan Kelompok Ternak Untuk Meningkatkan Ekonomi
Peternak,” PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 1 (2023): 270-77.

2 Mohamad Agustomo, “Kajian Peluang Pengembangan Usaha Peternakan Kambing
Peranakan Etawa (PE) Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Di Masa Pandemi Covid
19,” Prosiding Seminar Nasional:, 2020, 143.

3 Farid Abdul Hakim, Pemilik Peternakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh Afifudin pada
tanggal 09 Agustus 2025.

4 Farid Abdul Hakim, Pemilik Peterakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh Afifudin pada
tangga 09 Agustus 2025.



akan dirugikan karena harapannya memperoleh anak domba keturunan yang
unggul tidak akan terwujud. Demikian pula, anak hasil persilangan yang masih
dalam kandungan induknya itu merupakan barang yang belum nampak berarti
belum bisa diukur.® Penjualan ini memerlukan kejujuran penjual dan
memerlukan transparansi serta bukti-bukti dalam prosestransaksinya. Makajual
beli domba bunting hasil persilangan tersebut sesungguhnya mengandung
persoalan hukum perlindungan konsumen dan keabsahannya dalam hukum
islam.

Perlindungan konsumen: adalah. suatu bentuk jaminan hukum yang
diberikan agar dapat melindungi hak-hak para konsumen, baik dalam hal produk
yang diperoleh maupun pelayanan yang diterima.’ Di Indonesia, perlindungan
konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 mengenai Perlindungan Konsumen disusun untuk menjamin agar
masyarakat tidak mengalami kerugian akibat praktik perdagangan yang
merugikan, penipuan, maupun pelanggaran hak yang dilakukan oleh produsen
atau pelaku usaha’ Prinsip-prinsip utama dalam perlindungan konsumen
meliputi kesetaraan dan keadilan, keterbukaan serta transparansi, peningkatan
edukasi dan literasi, tanggung jawab dalam berbisnis, perlindungan terhadap aset
konsumen, keamanan data dan informasi, serta mekanisme penanganan
pengaduan. Di samping itu, terdapat asas-asas pokok yang menjadi landasan
perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan
dan keselamatan, serta kepastian hukum.® Penerapan prinsip-prinsip tersebut
diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan saling

menguntungkan, termasuk pada sektor peternakan.

5 Afifudin, Hasil Observasi Lapangan di Peternakan DePetungs Farm, Kandang ke 2 Desa

Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 09 Agustus 2025.

6 Gagah Satria et al., “Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Perdata,” Syntax |dea 6, no.

7 (July 2024): 3220-25, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4101.

7 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, no. 8 (1999): 1-19.
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Maka dalam transaksi jual beli domba bunting dari Peternakan DePetungs
Farm, Petungkriyono, konsumen yang membeli domba tersebut berhak
mendapatkan informasi yang akurat terkait sgarah persilangan, kondisi
kesehatan dan kelahiran domba tersebut. Praktik penjualan domba bunting yang
tidak transparan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dapat merugikan
konsumen baik dari produk yang diharapkan dan layanan yang diterima lebih-
lebih nilai ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti implementasi
hukum perlindungan konsumen dalam praktik penjualan domba bunting di
peternakan DePetungs Farm, dan mengnalisis keabsahan jual belinya menurut
hukum islam.

Dalam hukum lslam, perlindungan terhadap konsumen tercermin melalui
ketentuan sahnyasuatu transaks jual beli yang diwujudkan dengan terpenuhinya
prinsip, syarat, dan rukun jua beli. Perspektif Islan menekankan bahwa
transaks harus didasarkan pada asas keadilan dan kejujuran. Segala bentuk
penipuan maupun ketidakjelasan (gharar) dalam transaks dilarang, karena
dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya, jual beli hewan ternak tanpa
informas yang jeles mengenal kondisi kehamilan dianggap sebagai praktik
gharar, sebab pembeli tidak mengetahui dengan pasti_objek yang dibeli. Oleh
karena itu, pelaku usaha memiliki kewgjiban untuk memberikan kejelasan,
kejujuran, serta tujuan yang baik kepada konsumen. Perlindungan konsumen
dalam |slam secara otomatisterpenuhi apabilaprinsip, syarat, dan rukun jual beli
dijalankan dengan benar.®

Jual beli anak domba dalam kandungan induknya sudah lama dikenal
dalam hukum islam. Untuk itu para ulama telah menyusun suatu kaidah hukum
islam (gawaid fighiyyah dimanaterkait dengan jual beli itu para ulama berbeda
pendapat tentang hukumnya (gawaid mukhtalaf fiha). Kaidah itu berbunyi:

% Rohmatul Jannah et al., “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah: Prespektif
Hukum Islam,” Jurnal Riset Rumpun IImu Pendidikan 4, no. 1 (2025): 298-313.
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Artinya: “Anak yang masih dalam kandungan, apakah dihukumi seperti
sesuatu yang telah diketahui, ataukah sebagai sesuatu yang belum

diketahui”.1°

Apakah sesuatu yang terkandung dalam sesuatu yang lain memiliki hukum
status barang yang sudah diketahui ukurannya atau status barang yang tidak
diketahui ukurannya. Terhadap barang yang tertutupi atau dalam kandungan
oleh sesuatu para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat hukumnya
seperti sesuatu yang diketahui ukurannya berarti boleh dijua belikan, dan ada
yang berpendapat sebaliknya. Hal int berarti jual beli domba bunting, atau
domba dan anaknya yang ada dalam kndungan induknya, hukumnya ihktilah,
ulama berbeda pendapat, dan untuk memilih ataurmengunggulkan (merajih kan)
salah satunya memerlukan alasan-alasan.

Di DePetungs Farm, yang merupakan salah satu peternakan domba yang
salah satu usshanya adalah melakukan penjualan domba bunting hasil
persilangan, perlu diteliti. Praktik jual beli ini memunculkan pertanyaan
mengapa jual bell domba bunting hasil persilangan ini dilakukan dan tidak
menunggu.anak domba ini dilahirkan lebih dahulu sehingga tanda-tanda sebagai
bibit unggul anak domba ini nampak j€elas, pertanyaan selanjutnya bagaimana
praktik jual beli tersebut dijalankan selamaini, apakah konsumen telah terpenuhi
dan terlindungi hak-haknya dan apakah penjual sudah memenuhi kewajibannya
dengan baik, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik jual beli
ini dan bagaimanaimplikasi hukumnya.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mendiskripsikan praktik jual beli
domba bunting hasil persilangan dengan bibit unggul di Peternakan DePetungs
Farm; dengan fokus untuk menganalsis praktik jual beli terhadap implementas
tanggungjawab pelaku usaha dalam penjualan domba bunting hasil persilangan
miliknya baik menurut hukum positif maupun hukum islam, dan menggali apa

sgjapotens sengketa dan bagaimana cara menyel esaikannya. Dengan demikian

Duski Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Fighiyah, (Palembang: CV. Amanah, 2022). 168



penelitian ini berjenis yuridis empiris, karena penelitian ini menyelidiki
penerapan hukum dikehidupan sosia masyarakat. Khususnya implementas
tanggungjawab oleh pelaku usaha dalam menjamin perlindungan konsumen dari
produknya yang mengandung Kketidakjelasan yaitu domba bunting hasil
persilangan yang memerlukan kejujuran dan itikad baik dari penjual.

Lokas DePetungs Farm yang berada di Kecamatan Petungkriyono
Kabupaten Pekalongan dipilih menjadi lokasi penelitian dengan pertimbngan:
pertama, Petungkriyono adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pekal ongan
sebagal Kota santri yang masyarakainya dikenal religious,* maka perlu
diungkap segjauhmana masyarakatnya telah menerapkan hukum islam sebagai
wujud kesantriannya-di bidang usaha peternakannya; kedua, Petungkriyono
yang berlokasi di’ dataran paling tinggi di Kabupaten Pekalongan ternayata
masyarakatnya telah mau di bidang peternakan terbukti telah mengena bibit-
bibit unggul domba import.’? Maka meneliti jual beli domba bunting
persilangannya akan dapat mengungkap kebutuhan masyarakat akan bibit
unggul dan mengangkat usaha mereka di bidang peternakan ke ruang penelitian
ilmiah untuk publkasinya ke pembaca yang lebih luas; ke tiga, DePetungs Farm
sebagal._usaha kolektif masyarakat perlu memperoleh perhatian agar dapat
dipupuk kebiasaan jual belinya yang sudah baik dan untuk memperoleh saran
perbaikan atas kekurangannya terutamayang berhubungan dengan perlindungn
para konsumennya.

Berdasarkan latar bel akang tersebut, penulis akan meneliti praktik jual beli
domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm dan mengangkatnya
menjadi Skripsi. Penelitian untuk skripsi ini bertujuan untuk menganalisis
praktik jual beli terhadap implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam
menjamin perlindungan konsumen dalam penjualan domba bunting di

DePetungs Farm dari kgjian dua hukum islam maupun hukum positif, kemudian

11 Eddy Waluyo, “Harijadi Kabupaten Pekalongan,” Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan 1,
no. 3 (2021): 141-48, https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i3.331.

2 Afifudin, Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara dengan Farid Abdul Hakim (Pemilik
Peternakan DePetungs Farm), Kandang ke 2 di Desa Banjargjo, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan, 09 Agustus 2025.



menganalisis apa sgja potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini
juga dihargpkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau
peningkatan kualitas perlindungan konsumen dalam sektor peternakan,
khususnyaterkait dengan penjualan domba bunting.
. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diambil suatu
rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan
masal ah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementas tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin
perlindungan konsumendan ketentuan jual beli menurut islam dari penjualan
domba bunting hasil persilangan di -~ DePetungs Farm Petungkriyono
Kabupaten Pekalongan,

2. Apa sga potens sengketa dan cara penyelesaiannya dari jua beli domba
bunting hasil persilangan di DePetungs Farm Petungkriyono Kabupaten
Pekalongan?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penditian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementas tanggungjawab. pelaku usaha dalam
menjamin perlindungan konsumen dan ketentuan jual beli menurut islam dari
penjualan domba bunting hasil persilangan di Peternakan DePetungs Farm
Petungkriyono K abupaten Peka ongan?

2. Untuk menganalisis apa saja potens sengketa dan cara penyel esaiannya dari
jua beli domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm Petungkriyono
Kabupaten Peka ongan?

. Kegunaan Penélitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, diantaranya:

1. Secara Teoritik
a. Bagi Para Akademisi

Hasil penlitian ini diharapkan apat memberikan kontribus
menambah pengetahuan bagi akademisi hukum terkait perlindungan

konsumen dan ketentuan jual beli menurut hukum islam dalam sektor



peternakan terutama jual beli domba bunting hasil persilangan, juga
potensi sengketa dan cara penyelesaiannya dari jual-beli tersebut.
b. Bagi Para Pendliti
Hasil penelitian ini jugadiharapkan dapat menjadi salah satu refrensi
yang menyediakan data yang bermanfaat bagi penelitian sgjenis.
2. Secara Praktis
a. Bagi parapelaku usahaternak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan
masukan agar para pelaku usaha ternak senantiasa mematuhi standar
hukum perlindungan konsumen dengan menghindarkan implikasinyayang
merugikan konsumen
b. Bagi konsumen
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar para
konsumen dalam bertransaksi ternak domba bunting maupun ternak pada
umumnya mempertimbangkan prinsip dan asas pembelian barang agar
tidak memperoleh kerugian sebaliknya memperoleh perlindungan baik
menuut hukum islam maupun hukum positif.
3. Bagi paratokoh masyarakat dan tokoh agama
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar senantiasa
dapat membimbing masyarakat agar dalam berjual beli senantiasa memenuhi
prinsip dan asasnya sehingga membawa maslahah bersama.
E. Kerangka Teori
1. Perlindungan Konsumen
Konsep "konsumen" sudah diperkenalkan di banyak negara sgak
puluhan tahun lalu. Kini, banyak negara telah mengesahkan peraturan atau
undang-undang khusus untuk melindungi konsumen, termasuk menyediakan
mekanisme penyelesaian sengketa (peradilan). Seiring dengan regulas
tersebut, berbagai negara juga telah menetapkan hak-hak dasar konsumen
sebagal dasar hukum perlindungan. Untuk mendukung gerakan ini, telah
didirikan pula organisasi konsumen internasional, seperti Internationa

Organization of Consumer Union (I0OCU). Di Indonesia sendiri, organisasi



serupa telah terbentuk, dipelopori oleh Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) di Jakarta, selain organisasi-organisasi lain di kota-kota
besar seperti Bandung, Yogyakarta, dan Surabayal®* Di Indonesia,
perlindungan konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pada Pasal 1 undang-undang tersebut
dijelaskan berbagai pengertian dasar yang berkaitan dengan perlindungan
konsumen, seperti definisi perlindungan konsumen itu sendiri, konsumen,
pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang dan jasa lembaga
perlindungan konsumen, klausula. baku, badan penyelesaian sengketa
konsumen, badan perlindungan konsumen nasional, hingga menteri yang
berwenang. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam memahami
konsep perlindungan konsumen secara menyeluruh. Oleh karena itu, pasa
tersebut sering dijadikan sebagal acuan utama dalam kajian akademik
maupun penglitian hukum, karena memuat definisi-definisi kunci yang
menjadi dasar dalam menganalisis berbagal permasalahan terkait
perlindungan konsumen.
2. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen: UUPK, Hukum Perjanjian
(Hukum Perikatan) dan Jual Beli dalam Islam
a. Undang-Undang Perlindungan K onsumen
Perlindungan konsumen merupakan suatu sistem hukum yang
dirancang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen, sehingga
merekatidak dirugikan oleh pelaku usaha dalam transaksi barang dan/atau
jasa. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8
Tahun 1999, setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi
yang akurat, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang maupun
jasa yang digunakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa konsumen harus

diberikan penjelasan yang transparan agar dapat memahami kualitas,

13 Celina Tri Siwi Krigtiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika,
2022). 22



fungs, serta risko dari produk yang dikonsumsi, sehingga dapat
mengambil keputusan secara tepat dan tidak dirugikan dalam transaksi.*4

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen mencakup berbaga aspek penting yang
bertujuan melindungi  kepentingan konsumen dalam bertransaksi.
Konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga
memiliki kebebasan untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan
keinginannya. Hak lainnya adalah memperoleh informasi yang benar,
Jelas, dan jujur mengena kondis serta jaminan barang, sehingga
konsumen dapat memahami produk yang digunakan. Konsumen juga
berhak untuk menyampaikan pendapat maupun keluhan atas barang
dan/atau jasayang diterima, serta memperoleh pembinaan dan pendidikan
konsumen agar semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam kegiatan
konsumsi.*®

Pelaku usaha memiliki  kewgjiban ~hukum untuk menjamin
keakuratan dan keandalan barang maupun jasa yang ditawarkan kepada
konsumen. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang. Perlindungan
Konsumen, pelaku usaha diwajibkan menjalankan kegiatan usahanya
dengan itikad bak, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan
Jujur terkait kondisl dan jaminan produk. Selain itu, pelaku usaha juga
harus memastikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi maupun
diperdagangkan telah memenuhi standar mutu yang berlaku, sehingga
dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen dalam
menggunakan produk tersebut.®

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
pelaku usaha dilarang untuk memproduksi maupun memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur

14 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.”
15 Republik Indonesia. Pasal 4
16 Republik Indonesia. Pasal 7
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daam ayat (1) sampa dengan ayat (4). Larangan tersebut mencakup
berbagai bentuk pelanggaran, seperti produk yang tidak memenunhi
standar, tidak sesuai dengan informasi yang tercantum, hinggabarang atau
jasayang berpotensi merugikan konsumen. Ketentuan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat telah
memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga dapat memberikan
perlindungan yang optimal bagi konsumen.’
b. Hukum Perjanjian Jual Beli (Hukum Perikatan)

Dalam perspektif hukum positif, jual beli dimaknai sebagai aktivitas
pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilandasi
kesepakatan mengena harga serta syarat-syarat tertentu. Dalam hukum
perdata Indonesia, aturan tentang jual beli tercantum pada Pasal 1457
KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli merupakan perjanjian, di
mana pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pihak pembeli
wajib membayar hargayang telah disepakati.'® Selainitu, Pasal 1320 KUH
Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanyakesepakatan
para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal .1
Unsur_utama dalam jual beli meliputi kesgpakatan kedua belah pihak,
objek barang yang menjadi transaksl, harga yang disetujui, serta
mekanisme penyerahan barang dan pembayaran. Perjanjian jual beli
melahirkan perikatan sebagaimana dalam Pasal 1313 KUP Perdata yang
menjelaskan inti dari suatu perjanjian yaitu mengikatkan diri antara para
pihak yang terlibat. Teori perjanjian jual beli (perikatan) ini untuk
menganalisis bentuk dari jual beli domba bunting hasil persilangan agar
diketahui dasar penyelesaian sengketa jika terjadi suatu pelanggaran
kesepakatan.

17 Republik Indonesia. Pasal 8
18 Burgerlijk Wetboek, “KUHP: Kitab UU Hukum Perdata,” 2007. Pasal 1457
19 Burgerlijk Wetboek. Pasal 1320
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c. Ketentuan Jua Beli dalam Hukum Islam

Perlindungan Konsumen terintegrasi dalam ketentuan keabsahan
jual beli dan prinsip-prinsip jual beli dalam islam. Pembahasan dalam teori
ini mencakup pengertian jual beli, rukun serta syarat yang terkait, dan
prinsip-prinsip jual beli. Terdapat tiga komponen utama daam
pembahasan teori ini, Pertama; dijelaskan bahwa jual beli dalam Islam
merupakan suatu proses pertukaran antara barang dan uang yang harus
memenuhi syarat yang ditetapkan. Kedua; rukun dan syarat jua beli, di
mana rukun terdiri dari; penjual dan pembeli (“agid), barang yang dijua
(ma‘qud “alaih), nilai'tukar (harga), akad (“ijab dan gobul). Syarat jual beli
meliputi dua elemen yaitu subjek (penjual dan pembeli) dan objek (barang
dan harga). Syarat-syaratnya melibatkan keberadaan kedua belah pihak
dalam akad, yaitu penjual dan pembeli, serta persyaratan objek atau barang
yang diperjual belikan. Ketiga; Prinsip-prinsip jua beli di antaranya
prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan
individu, prinsip keadilan, dan prinsip sahih (jual beli dilakukan dengan
memenuhi Syarat dan rukun jua beli).?? Secara umum, teori ini
menguraikan_prinsip-prinsip, rukun, serta_syarat yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan transaks jual .beli. Pemahaman terhadap prinsip
tersebut penting bagi umat Muslim agar dapat menjal ankan aktivitas jual
beli sesual dengan ketentuan syariat serta memperoleh keberkahan dalam
kegiatan ekonomi.

Istilah jual beli atau ba‘i dijelaskan dalam KHES Buku Il Bab |
tentang Ketentuan Umum, khususnya Pasal 20 Ayat 2 mengenai akad,
yang menyatakan bahwa ba‘i merupakan pertukaran antara barang dengan
barang atau barang dengan uang. Secara lebih rinci, ketentuan mengenai
akad jual beli diatur dalam Bab 111 yang membahas rukun, syarat, kategori
hukum, cacat (‘aib), akibat, serta penafsiran akad. Selain itu, pengaturan

2 Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada
e-Commerce Islam Di Indonesia,” Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 17, no. 1 (2020): 52,
https.//doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115.
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mengena ba‘i juga dijabarkan dalam Bab IV yang mencakup delapan

bagian, yaitu: unsur ba‘i, kesepakatan antara penjual dan pembeli, tempat

dan syarat pelaksanaan, ba‘i dengan syarat khusus, berakhirnya akad ba'i,

objek ba‘i, hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad, serta

proses serah terima barang..?

F. Penelitian Relevan

Skripsi karya Diki Permana berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap Praktik Jual Beli Hewan Bunting di Pasar Hewan Tanjung Sari
Sumedang” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Data utamadiperoleh mela ui wawancara dengan penjual dan
pembeli hewan bunting, sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian
terdahulu, literatur, serta regulas yang relevan. Teknik pengumpulan data
dilakukan terutama dengan dokumentasi, ditunjang oleh observasi. Hasll
penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan
Tanjungsari umumnya mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, yakni
dilakukan secara tunai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk
dalam penyerahan sapi yang sedang bunting. Wal aupun dalam hukum ekonomi
syariah_terdapat_potensi unsur gharar (ketidakjelasan) terutama terkait janin
dalam kandungan sapi, transaks ini tetap dinilai sah selama objek utama yang
diperjualbelikan adalah induknya, bukan janinnya. Dalam konteks adat
masyarakat Tanjungsari, praktik tersebut dapat diterima karena tidak
bertentangan dengan prinsip muamalah dan tidak menimbulkan kemudaratan,
sehingga masih dapat ditoleransi menurut hukum ekonomi syariah.?? Perbedaan
mendasar penelitian ini dengan skripsi Diki Permana terletak pada metode dan
fokus kajiannya. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode yuridis
empiris, yaitu berfokus untuk menila sgauh mana Undang-Undang
Perlindungan Konsumen diterapkan dalam praktik penjualan domba bunting

2L pasal 20, “PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,”
Mahkamah Agung, 2016, 23.

2 Diki Permana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hewan
Bunting Di Pasar Hewan Tanjungsari Sumedang,” Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati
Bandung., 2024.
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hasi| persilangan. Dari sisi tinjauan hukum, penelitian ini tidak hanya menyoroti
perspektif [slam, melainkan juga menekankan pada penerapan UU Perlindungan
Konsumen sertaimplementasinya.

Skripsi Rahmita Laurensa Amaral yang berjudul “Praktik Jual Beli Hewan
Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Harual
Kabupaten Tabalong)” merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian
lapangan dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan
dokumentasi terhadap informan yang berada di Desa Mahe Pasar, kemudian
dianaisis menggunakan pendekatan - deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli sapi bunting, sapi yang sedang
mengandung dipasarkan dengan harga |ebih tinggi karena memperhitungkan
nilai anak dalam kandungan. Penjual melakukan hal tersebut untuk memperoleh
keuntungan tanpa menunggu kelahiran anak sapi, sedangkan pembeli berharap
mendapat tambahan nilai dari anak sapi yang akan lahir. Dari perspektif Hukum
Ekonomi Syariah, praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), sebab
janin yang masih dalam kandungan belum jelas wujudnya namun telah
diperjualbelikan. Meski demikian, praktik tersebut masih dapat ditolerans
dalam kondisi darurat (dharuriyat) dengan alasan tertentu, misalnya kebutuhan
mendesak dari pihak penjual.® Perbedaan yang paling utama dengan tulisan
skripsi Rahmita Laurensa Amara terletak pada tinjauan atau persfektif
hukumnya, persfektif hukum yang digunakan dalam penetian ini tidak hanya
hukum islam, terfokus pada penerapan UU Perlindungan Konsumen oleh
penjual domba bunting hasil persilangan.

Tulisan skripsi dari Fadila Maulida yang berjudul, “Perlindungan
Konsumen Pada Pembelian Ternak di Pasar Sibreh Dalam Tinjauan Akad Jua
Beli dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun Tahun 2014 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan”. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis dan

jenis penelitian deskriptif analisis, dengan teknik pengumpul an datanya melalui

2 Rahmita Laurensa Amaral, “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus
Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong),” Skripsi, Universitas |slam Negeri
Antasari Banjarmasin, 2024.
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wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa perlindungan
konsumen dalam jua beli ternak di Pasar Sibreh belum optima sehingga
teridentifikasi gharar. Banyak konsumen tidak mendapatkan informas yang
cukup mengenai kondisi hewan yang dibeli dari segi kualitas dan kesehatan
hewan, padahal tersedia faslitas pengecekan kesehatan namun karena
keterbatasan dari penjual sehingga enggan mengecek keadaan hewan. Dalam
tinjauan akad jua beli, kondisi ini menyalahi prinsip transparansi karena tidak
sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan di regulasi yang ada dan dapat
membatalkan akad. Dari sisi hukum positif, yaitu UU No. 41 Tahun 2014, hal
ini juga melanggar ketentuan tentang kewajiban memberikan informasi yang
benar dan lengkap terkait produk peternakan. Oleh karena itu, perlindungan
hukum bagi konsumen harus ditingkatkan.?* Perbedaan yang paling utama dari
tulisan skripsi Fadila Maulida terletak pada objek penelitian, penelitian ini
terfokus pada objek domba bunting persilangan bukan hanya kesehatan hewan
ternak.

Skripsi Gisca Adella berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Béli
Kambing Via Facebook di Kenjeran Surabaya”. Penelitian ini termasuk penelitian
lapangan ‘dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif:menggunakan pola pikir induktif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur tadlis dan gharar sehingga praktik jual beli
kambing melalui media sosia Facebook dikategorikan sebagai jual beli fasid.
Kesimpulannya, penjua dinila melanggar ketentuan UUPK karena tidak
menerima komplain  konsumen terkait ketidaksesuaian objek yang
diperjualbelikan. Adapun kesamaan penelitian Gisca Adella dengan penelitian
lain terletak pada perspektif hukum yang digunakan, yaitu hukum Islam dan

% Fadila Maulidia, “Perlindungan Konsumen Pada Pembelian Ternak Di Pasar Sibreh Dalam
Tinjauan Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun Tahun 2014 Tentang Peternakan
Dan Kesehatan Hewan,” , Skripsi, Universitas ISlam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,
2024.
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UUPK.? Perbedaan yang paling utama dari skripsi Gisca Adella adalah pada
fokus masalah yang menentukan hasil temuan, penelitian ini terfokus pada
bagaimana implementasi UUPK diterapkan oleh penjua yang nantinya
menghasilkan temuan berupa memberikan rekomendasi teknis untuk peternak
atas praktik jual beli pada objek domba bunting hasil persilangan, sedangkan
skripsi Gisca Adellafokus pada bagaimanakesadaran hukum penjual dalam jual
beli online yang mengharuskan peternak berlaku jujur atas objek yang
dipromosikan di Facebook.

Skripsi Imron Hamzah berjudul ““Tinjauan Hukum lslam dan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Burung Love Bird yang Masih
Dalam Telur di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”
merupakan penelitian lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentas. Data tersebut kemudian dianalisis
menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola pikir induktif. Hasll
penelitian menunjukkan adanya unsur spekulasi tanpa bukti yang kuat serta
unsur gharar yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karenaitu, praktik jual
beli ini dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam maupun UUPK %6 K esamaan
penelitian ini_dengan penelitian skripsi Imron Hamzah terletak pada perspektif
hukum yang digunakan, yakni hukum Islam dan UUPK, sedangkan
perbedaannya terutama terdapat pada objek penelitian, yaitu telur burung Love
Bird, berbeda dengan domba bunting hasil persilangan.

Skripsi Sri Lestari berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli
Hewan Tidak Produktif (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan
Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)” merupakan penelitian lapangan
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melaui

% Gisca Adella, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kambing Via Facebook Di Kenjeran Surabaya,”
(2021): 90.

%] Hamzah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual
Beli Burung Love Bird Yang Masih Dalam Telur Di Desa Kemlagigede Kecamatan Turi ...,”
(2019).
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wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis secara induktif.?’
Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada penggunaan
perspektif hukum Islam dan UUPK. Perbedaannya terletak pada objek
penelitian, yaitu praktik jual beli sapi tidak produktif, berbeda dengan penelitian
yang mengkaji jual beli domba bunting hasil persilangan unggul.
G. Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk keperluan dalam memperjelas penulisan
skripsi adal ah:
1. Jenis Pendlitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang
dikenal juga sebagal penelitian lapangan, dengan menitikberatkan pada
ketentuan hukum yang berlaku sertakondisi nyatadi masyarakat.?® Pendlitian
yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji bagai mana aturan hukum normatif
diterapkan atau diimplementasikan dalam praktik terhadap peristiwa hukum
yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memadukan
kajian normatif dengan data lapangan guna menelaah permasalahan aktual.
Fokus penelitian diarahkan pada penerapan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen oleh para pelaku usaha di sektor peternakan.
2. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), yaitu metode penelitian yang fokus pada peninjauan dan analisis
mendalam terhadap semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan
masalah yang dibahas.?® Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk menganalisis undang-undang terkait, dalam hal ini undang-
undang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan tanggungjawab
pelaku usaha dalam penjualan domba bunting hasil persilangan

27 Sri Lestari, “Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Tidak
Produktif (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung
Tengah),” (2023).

2 |man Jalaludin Rifai, dkk, Metodologi Penelitian Hukum (Serang: PT Sada Kurnia
Pustaka, 2023). 9

% Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris (Bandung: Widina Media Utama, 2023). 154
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3. Lokas Pendlitian
Penelitian ini berlokasi di pelaku usaha peternakan, tepatnya di
DePetungs Farm Kabupaten Pekalongan karena sebelumnya sudah
melakukan observas dan mendapati domba bunting persilangan sebagai
salah satu produknya sehingga, berhubungan dengan objek atau parameter
untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
4. Data Pendlitian
a. Data Primer
Data primer adal ah datayang diperoleh peneliti secaralangsung dari
sumber utama yang.berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu
para pelaku transaks jual beli domba bunting maupun pihak yang
memiliki keahlian di bidang tersebut. Pengumpul an data primer dilakukan
melalui wawancara dengan pel aku usaha, dalam hal ini pemilik peternakan

DePetungs Farm sebagal informan, serta melalui observas terhadap

praktik jual beli yang berlangsung.

b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mendukung
informasi dalam penelitian. Jenis data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah sumber data utama yang memiliki sifat
otoritatif dan dijadikan landasan dalam penelitian, misalnya peraturan
perundang-undangan maupun, dokumen resmi yang beris norma
hukum. Pada penélitian ini, bahan hukum primer yang digunakan
meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Perjanjian (Perikatan) serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Bahan hukum sekunder merupakan data pelengkap yang berfungs
memberikan penjelasan serta memperkuat pemahaman terhadap bahan
hukum primer. Sumber dataini berasal dari pemikiran dan analisis para
ahli hukum di bidang terkait, seperti literatur hukum, artikel dalam
jurnal ilmiah, serta karya akademik lain yang relevan dengan penelitian

ini.
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5. Teknik Pengumpulan Data
a Observas

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengamati, memperhatikan secara cermat,
dan mencatat secara sistematis fenomenayang diteliti.*® Dalam penelitian
ini, observas dilaksanakan di Peternakan DePetungs Farm, Kabupaten
Pekalongan, dengan pendampingan dari Bapak Farid Abdul Hakim selaku
pemilik usaha. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh fakta-
fakta lapangan terkait. pengelolaan Peternakan DePetungs Farm,
khususnya dalam pengembangan domba dari bibit unggul impor serta
praktik transaksifjual belinya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu  teknik  penting dalam
pengumpulan dataprimer pada penelitian kualitatif, yang dilakukan secara
langsung dengan responden atau partisipan untuk memperoleh informasi,
pandangan, dan pengalaman mereka terkait topik penelitian. Dalam
konteks ini, wawancara dilakukan mengena penjualan domba bunting
hasil_persilangan dengan bibit unggul di Peternakan DePetungs Farm,
dengan penekanan pada aspek tanggungjawab peleku usaha dalam
menjamin perlindungan konsumen balk-menurut hukum positif maupun
hukum Islam, sertamenganalisis apa sagja potens sengketa dan bagaimana
cara penyelesaiannya. Jenis wawancara yang digunakan adalah
wawancara semi-terstruktur, yang memberikan keleluasaan untuk
mengeksplorasi lebih dalam pengalaman, pemikiran, dan perasaan
responden, sambil tetap menggunakan panduan pertanyaan agar proses
wawancara tetap terarah.

Responden akan dibatas jumlahnya dengan tehnik purposive
sampling yang dikombinasikan dengan snowball sampling. Purposive

sampling merupakan metode pemilihan responden secara sengagja

%0 Umar Hamdan Nasution and Listya Devi Junaidi, Metode Penelitian (Payukumbuh: PT.
Serasi Media Teknologi, 2024). 75



19

berdasrakan kriteria tertentu, seperti pengalaman, pengetahuan, atau
karakteristik demografis.3 Dalam pendlitian ini kriteria respondennya
adalah pelaku usaha atau pemilik Peternakan DePetung Farm yang
memahami jual beli yang sedang diteliti, dan warga masyarakat yang
pernah melakukan atau pernah menyaksikan jual beli domba bunting
dengan Peternak DePetung Farm serta perwakilan pedagang ternak atau
makelar yang memberikan perhatian pada praktik jual beli itu. Tehnik
snowball sampling berarti penentuan sampling responden dari jumlah
yang terbatas atau dari satu tokoh kunci kemudian bertambah sampai batas
peneliti merasa cukup karena sudah tidak ditemukan data baru lagi atau
sudah jenuh.*’. Melalui metode wawancara akan dikumpulkan data
mendalam tentang implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam
menjamin perlindungan dari penjualan domba bunting hasil persilangan
dan mengidentifikasi apa ga potensi sengketadan cara penyel esaiannya.
c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode untuk mengumpulkan data dari
dokumen, seperti buku-buku, artikel, foto, tentang pemikiran, teori,
pendapat atau |egalitas dan permasal ahan penelitian yaitu tentang jula beli
ternak. Pengumpulan. data lewat ~studi dokumen atau dokumentasi
dilakukan dengan membaca, mengklasifikasi dan mengolah materi yang
terdapat dalam literature.® Dalam penelitian ini data literature yang
dikumpulkan berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen dan
ketentuan jua beli dalam hukum islam dan hasil penelitian sebelumnya
yang terkait, juga teori-teori yang relevan. Teknik ini digunakan sebagai
pelengkap dari observasi dan wawancara, terutama dalam pendekatan
penelitian kualitatif.

81 Sunaryono and Dkk, Buku Ajar Metodologi Penelitian 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing,
2024). 90

%2 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Y ogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan
Kalijaga, 2021). 66

% Elgamar Syam, Afrinald Rizhan, and Desriadi, Buku Ajar Pengantar Metodologi
Penelitian (Y ogyakarta: CV Bintang Semesta Media, n.d.). 69
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d. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi yang
berguna, analisis data adalah proses mengolah dan menata data seperti
mengumpulkan, menyusun, memberi kode, dan mengelompokkan agar
dapat ditemukan kessimpulan yang relevan dengan masalah yag sedang
dibahas.3* Analisis data sangat penting, terutamauntuk data kualitatif yang
biasanya banyak dan rumit. Tujuaya adalah untuk menyederhanakan data
tersebut agar leih mudah dipahami. Secara sederhanna, analisis data erarti
menjelaskan, memahami; dan memberikan makna pada data yang ada,
dengan dukungan bukti yang kuat daniogis.

Penulis menggunakan teknik analisis interaktif yang melibatkan
beberapa tahapan yang berlangsung secara simultan. Menurut Miles dan
Huberman, analisis data kualitatif mencakup tiga langkah utama, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. K etiga tahap tersebut
saling berkaitan dan berulang dalam proses pengumpulan data di lapangan.
Tujuan penergpan analisis ini adalah untuk menemukan pola, membangun
pemahaman terhadap alur permasalahan, serta memperoleh data yang akurat,
relevan, dan bersifat empiris. Untuk lebih jelasnyayaitu sebagai berikut:

a. Reduks data

Reduksi daia merupakan proses sistematis untuk menyeleks,
memfokuskan, dan mengubah data mentah dari lapangan menjadi bentuk
yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses ini bertujuan untuk
menyingkirkan data yang tidak relevan dan menata informas yang
esensia, sehingga memungkinkan penarikan kessmpulan yang akurat.
Reduks data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang fase penelitian,
membantu peneliti mengolah data kualitatif yang rumit menjadi ringkasan

yang lebih ringkas, menjadi poin-poin utama dan polayang jelas.

3 Endang Yuswatiningsh dan Hariyono, Buku Ajar Metode Penelitian Untuk
Mahasi swaetode Penelitian Hukum (Bantul: Penerbit Samudra Biru, 2025). 225
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b. Display data
Setelah data disederhanakan melalui proses reduksi, tahap
selanjutnya adalah display data. Pada tahap ini, semua data yang sudah
diringkas akan dikelompokkan atau dikategorikan. Dengan membuat
klasifikasi berdasarkan pokok permasalahan, sehingga pengamat dan
peneliti bisa lebih mudah melihat hubungan dan pola antara satu data
dengan datalainnya.
c. Kesimpulan/Verification
Tahap terakhir dalam metodologi penelitian adalah menarik
kesimpulan. Proses<ini dimulai dengan mengolah data yang telah
dikumpulkan dan direduksi untuk mendapatkan kesimpulan sementara.
Kesimpulandi aval sering kali masih belum utuh dan perlu dikembangkan
lebih lanjut. Untuk memastikan keabsahan kesimpulan, peneliti harus
melakukan verifikas data menggunakan strategi triangulasi sumber dan
teknik. Triangulasi sumber yaitu peneliti memeriksa kredibilitas data
dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda.
Triangulasl  teknik yaitu peneliti menguji keabsahan data dengan
mengumpulkan informasi dari sumber yang sama, tetapi menggunakan
teknik pengumpulan data yang berbeda, misalnya dari data wawancara
kemudian diverifikas dengan /observas atau pengamatan secara
langsung.®
H.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dirancang untuk memandu peneliti dan

pembaca agar lebih mudah memahami aur pembahasan. Berikut adalah

rinciannya
Bab | (Pendahuluan) berisi sgumlah komponen utama, antara lain latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka

teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian yang dipakai, dan uraian

singkat mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

35 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Per sfektif
Kualitatif (Y ogyakarta: Deepublish, 2020). 65 - 68
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Bab Il (landasan leori) bab ini fokus pada pembahasan teori-teori dasar,
khususnya yang berkaitan perlindungan konsumen, undang-undang
perlindungan konsumen, hukum perjanjian jual beli (perikatan) dan ketentuan
jua beli dalam islam. Diawali dari penjelasan konsep perlindungan konsumen
menurut undang-undang, diikuti pemaparan undang-undang perlindungan
konsumen yang objektif terkait implementasi tanggungjawab pelaku usaha,
dilanjutkan dengan pemaparan hukum perjanjian (perikatan) untuk menganalisis
potensi sengketa dan cara penyelesaiannya, kemudian dilanjutkan dengan
penjelasan ketentuan jual beli dalam islam. Pada bagian ini, pendliti
mendeskripsikan hal-hal pekok yang akan digunakan sebagai alat analisis untuk
eksploras dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

Bab Il (hasil penelitian) pada bab ini peneliti mendiskripsikan kondisi
lokasi Peternakan DePetungs Farm, dikuti pemaparan penjualan domba bunting
hasi| persilangan berdasar hasil observasi dan hasil wawancara. Diawali dari
penjelasan profil narasumber, penyajian data tentang latar belakang jua beli
domba bunting persilangan, pelaksanaan penjual an domba bunting persilangan
DePetungs Farm terhadap implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam
menjamin_perlindungan konsumen dari penjualan_produknya domba bunting
hasi| persilangan, dan menganalisis potensi sengketa serta cara penyel esaiannya.

Bab IV (pembahasan) pada bab/ini peneliti akan menjawab rumusan
masalah dengan menganalisis teori-teori yang telah dipaparkan. Dengan
menganalisis implementasi tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin
perlindungan konsumen dari penjualan domba bunting hasil persilangan dan
menganalisis apa sgja potensi sengketa dan cara penyel esaiannya.

Bab V (penutup) bab ini adalah bagian penutup yang beris kesimpulan
dan saran. Peneliti merangkum hasil penelitiannya dalam bentuk kesimpulan,
lalu memberikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan pembaca
umum. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi pemahaman yang

diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli domba bunting
hasil persilangan di Peternakan DePetungs Farm Kecamatan Petungkriyono

Kabupaten Pekalongan serta analisisnya dalam perspektif UUPK dan Hukum

Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik jua beli domba bunting hasil persilangan di DePetungs Farm pada
dasarnya dilakukan dengan menjual induk domba yang sedang bunting hasil
persilangan antara domba loka dengan pejantan unggul. Transaks tersebut
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik secara
lisan maupun tertulis, melalui komunikas langsung di lokasi peternakan
maupun secara online. Penjual memberikan informasi mengena panduan
pemeliharaan dan resiko, kemudian informasi mengenal spesifikasi baik
kondisi induk domba, proses persilangan, proses dan hasil USG terkait
kebuntingan induk domba, serta jaminan kesehatan dan penggantian domba,
selama 7 hari sgjek sesampainyadi kandang pembeli. Dalam praktiknya, anak
domba yang masih berada dalam kandungan tidak dijadikan sebagai objek
utama transaksi, melainkan mengikuti induknya sebagal konsekuensi alami
dari kondisi induk yang sedang bunting. Hanya saja anak yang dikandung
dapat dijamin kesesuaiannya oleh pelaku usaha melalui proses dan prosedur
yang ada.

2. Potensi sengketa dalam jual beli domba bunting hasil persilangan dapat
muncul dapat muncul apabila terjadi kematian terhadap domba bunting
selamamasa garans, dan anak yang lahir tidak sesuai dengan informasi yang
diberikan penjual ataupun ditemukan bahwa persilangan tidak sesuai dengan
yang dijanjikan. Meskipun segala potensi sengketa yang dijelaskan diatas
tidak terjadi di DePetungs Farm, namun dalam praktiknya, penyelesaian
sengketa di DePetungs Farm lebih banyak dilakukan melalui musyawarah
antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan bersama.
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Dengan demikian, praktik jual beli domba bunting hasil persilangan di
DePetungs Farm dapat dikatakan sesual jika, dianalisis dengan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dalam implementasi tanggungjawabnya, kemudian
dalam prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah selamaobjek jual belinyaadalah
indukan domba sedang janinnya merupakan konsekuensi aam, yang
spesifikasinyadapat diketahui, kemudian dilakukan secarajujur, transparan, dan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sertajual belinyatelah menjadi ‘urf
atau kebiasaan yang dilakukan dikalangan peternak yang membawa maslahat,
maka keabsahannya telah sesuaidengan . Hukum Ekonomi Syariah.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan
beberapa saran sebagal berikut.

1. Bagi pelaku usaha peternakan, khususnya di DePetungs Farm, diharapkan
dapat terus meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada
konsumen mengenai kondisi ternak, proses persilangan, serta kemungkinan
risiko yang dapeat terjadi dalam proses kehamilan induk domba. Hal ini
penting untuk meminimalisas potensi sengketa serta meningkatkan
kepercayaan konsumen terhadap usaha peternakan tersebut.

2. Bagi konsumen atau pembeli, diharapkan lebth memahami kondisi biologis
ternak serta risiko yang mungkin terjadi dalam pembelian domba bunting.
K onsumen juga sebaiknya mel akukan komunikasi yang jelas dengan penjual
sebelum melakukan transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian
hari.

3. Bagi pendliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena
hanya dilakukan pada satu lokasi peternakan. Oleh karena itu, diharapkan
penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik jua beli ternak bunting di
tempat lain atau menggunakan pendekatan yang lebih luas, sehingga dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik tersebut

dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
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Observasi
Farid Abdul Hakim, Pemilik Peternakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh
Afifudin padatanggal 09 Agustus 2025.

Farid Abdul Hakim, Pemilik Peterakan DePetungs Farm, diwawancarai oleh
Afifudin padatangga 09'/Agustus 2025.

Afifudin, Hasil Observasi Lapangan di Peternakan DePetungs Farm, Kandang ke
2 Desa Banjargio, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 09
Aqgustus 2025.

Afifudin, Hasll Observas Lapangan dan Wawancara dengan Farid Abdul Hakim
(Pemilik Peternakan DePetungs Farm), Kandang ke 2 di Desa Banjargjo,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, 09 Agustus 2025.
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